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Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu 
hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah 
mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.  
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Abstract 
Marriage dispensation is a legal solution because most of the perpetrators of marriage dispensation are 
those who do not yet have formal legality to get married, so they then take the legal initiative so that 
marriages can be recognized. This study aims to determine the perspective of Islamic law, Marriage 
Law and Compilation of Islamic Law regarding marriage dispensation. The method used is qualitative 
with primary data sources from the Marriage Law, the Book of Fiqh and the Compilation of Islamic 
Law while secondary data are books, journals, magazines related to marriage dispensation. The results 
of this study found that Islamic law does not specifically regulate marriage dispensation because the 
majority of scholars only mention balig as a condition for marrying a person and do not specify a 
minimum age of marriage, whereas Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of 
Islamic Law strictly regulates underage marriage , i.e. must go through a court hearing mechanism to 
obtain a marriage dispensation permit. 
Keywords: Marriage Dispensation, Compilation of Islamic Law 
 
Abstrak 
Dispensasi Nikah sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah kebanyakan mereka 
yang belum memiliki legalitas formal untuk menikah, sehingga kemudian mengambil ikhtiar hukum 
agar pernikahan yang dilakukan dapat diakui. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum 
Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah. Metode 
yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari Undang-Undang Perkawinan, 
Kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan data sekunder adalah buku-buku, jurnal, majalah 
yang terkait dengan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam tidak 
mengatur khusus dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat 
menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat tentang 
perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan 
izin dispensasi perkawinan  
Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Kompilasi Hukum Islam 
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Pendahuluan 
 Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau 
larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk 
menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama3 kepada calon mempelai 
yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk 
melangsungkan perkawinan.4 Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu 
kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi 
syarat sah perkawinan secara hukum positif5 sehingga undang-undang memberikan 
kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum 
Islam.6  
Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 
yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal 
tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan 
batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah 
pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat 
batasan yang ditetapkan akan dilanggar.  
 
Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Hukum Islam 
Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan 
mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas 
usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau 
perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.7 Fikih tidak menyebutkan 
secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan 
minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan.8 
Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan 
itu sendiri.9 Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap 
                                                        
3 Munadiroh, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di 
Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi), Jurnal Idea Hukum, Vol 2. 
No. 1, edisi Maret 2016. 
4 Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, Jurmal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018. 
5 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap 
Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, 
Mei-Agustus 2014. 
6 Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap 
Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum,  Vil 1. No. 2, 
Mei –Agustus 2014 
7Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu 
Hukum, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011),  72.  
8Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam (Bogor: 
Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet. Ke-2, 193. 
9Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2003), Cet. 
Ke-7, 203. 
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sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang ijtihâdîyah tentang minimal usia 
seseorang dapat melakukan perkawinan.  
Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia 
kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihâdî. Dalam Islam, usia atau 
kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah 
apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang batas 
usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang 
batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di 
bawah umur.10  
Kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan usia muda dengan istilah Nikâh 
al-saghîr atau al-saghîrah, yang secara literal berarti kecil. Sedangkan kitab fikih baru 
menyebutkannya dengan istilah al-zawâj al-mubakkir (perkawinan usia muda), yaitu 
perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan  balig 
ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah 
perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 
atau 18 tahun menurut Abû Ḥanifah.11 
Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan 
melangsungkan perkawinan sudah balig, yakni  anak-anak yang sudah sampai pada 
usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu 
mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat 
memberikan persetujuan untuk menikah.12 Balig-nya seorang perempuan bersifat 
relatif, tidak an sich dilihat dari usia, tetapi dilihat  juga dari segi psikologis, fisik, dan 
juga dari sudut kewanitaannya yaitu menstruasi. Kematangan jiwa merupakan salah 
satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama 
menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari 
keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Di samping itu, di dalam 
berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai 
ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.13 
Para ahli fikih mempunyai beberapa pendapat berbeda tentang usia balig. 
Menurut Fikih Syafi‘iyyah, kriteria balig diantaranya bagi laki-laki berusia genap 15 
tahun qomariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal usia 9 tahun) serta tumbuhnya 
rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil. 
Fikih Syafi‘iyyah berpendapat  bahwa usia balig laki-laki dan perempuan rata-rata 15 
tahun. Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan di dalam Fikih Hanabillah. 
Berbeda dengan Fikih Syafi‘iyyah dan Hanabillah, Fikih Malikiyyah menjelaskan 
kriteria balig di antaranya bagi laki-laki keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau 
terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, 
                                                        
10Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, Ahkam-Jurnal 
Ilmu Syariah: Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang 
Perkawinan (Surabaya: Cempaka, 2000), 56-59.  
11 Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, 393. Lihat 
juga Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 67. 
12 M. Abdul Mujieb, et.all., Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37. 
13Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam,402. 
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indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, berusia 18 
tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Balig bagi perempuan 
cirinya diantaranya adalah haid. Fikih Hanafiyyah menjelaskan bahwa kriteria balig 
bagi laki-laki yaitu berusia minimal 12 tahun, dan atau ihtilâm (keluarnya air mani) 
karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri balig 
bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia 
minimal 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata balig adalah 18 tahun 
bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.14  
Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan 
tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin) 
karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara 
fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini berlaku baik bagi 
perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa. Menurut Ibn Hazm, 
perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, 
sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Para ahli 
hukum dari Mazhab Syafi‘i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-
laki di bawah usia harus  ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi 
anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia 
diperlukan beberapa syarat antara lain :15 
1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan 
dengan wali mujbir-nya. 
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan 
dengan calon suaminya. 
3. Adanya kafâah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami. 
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas. 
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian 
hari.  
Alquran tidak menentukan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh 
melangsungkan perkawinan.16 Berbeda dengan mayoritas ulama’, yaitu pendapat Ibnu 
Subrumah, Abū Bakar Al-A’sham dan Utsmān Al-Battī yang menyatakan” bahwa laki-
laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan”. Mereka hanya boleh 
dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara 
eksplisit. Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah dalam surat Al-Nisâ 
berbunyi: 
                                                        
14Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”,  74. Lihat juga, Neng 
Djubaedah, “Pernikahan Dini dan Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesiaditinjau 
Menurut Hukum Islam”, Makalah pada seminar Nasional “Polemik Pernikahan Dini : Pandangan Hukum 
Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 5 Juli, 2008),  
10. Lihat juga Abdul Qādir Audah, , al-Tasyri’ al-Jināī al-Islāmī, (Kairo: Dar al-Urūbah, 1964), Juz I, 603. 
15Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”,  74-76. Lihat juga Lihat 
juga Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002), 385. 
16HM. Abdi koro, Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri,  
73. 
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 ُهْن ِ م ُْمتَْسنٰا ْنَِاف ۚ َحاَِك نلا اُوَغَلب اَِذا ٓىّٰتَح ىٰمَٰتيْلا اُوَلتْباَو ُر ْمَاف اًدْش َْيلِا ا ُْٓوَعفْد ۚ ْمَُهلاَوَْما ْمِه 
Artinya: ”Dan ujilah anak yatimmu itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, 
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya.” 
(QS. Al-Nisâ [4]: 6). 
Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, 
kriteria balīgh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa 
argumen dikemukakan sebagai berikut: Pertama; kata al-ayāmā ( ْمُكْنِم ىَمَاَيلأا اوُحكنأو) dalam 
surat Al-Nûr [65] ayat 4 yang diperintahkan untuk dinikahi yaitu perempuan dewasa 
dan muda. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan 
kepada wali untuk mengawinkan mereka. Kedua, QS. Al-Thalâq ayat 4 yang berbunyi: 
  ِٔن ْنِٔم ِٔضْي ِٔحَمْلا َن ِٔم َنْس َِٕىي ْئِ ـ
ّٰۤ  لاَو ِٔا ْمُك ِٕى ّٰۤاَس ِٔنا ـْبَـتْر  دِٔعَف ْمُت ُهَْشا ُةَث  لَـث  ُنُتُۗ َنْضِٔيَ َْلَ ْئِ ـ
ّٰۤ  لا و ۙ ٍر 
Artinya : ”Bagi mereka yang telah putus haidnya (menoupouse) iddahnya adalah 3 (tiga) 
bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid.” (QS. Al-Nisâ [65]: 4). 
 Secara tidak langsung, ayat di atas juga mengandung pengertian bahwa 
perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah 
hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.17 
Konsep dasar perkawinan juga di jelaskan dalam Alquran Surah An-Nûr 
[24] ayat 32 : 
 ْنِٔم ُ   للّا ُمِٔهِٔنْغُـي  َء َّٰۤارَقُـف اْوُـنْوُك ي ْنِٔا  ۗ ْمُك ِٕى ّٰۤاَمِٔاَو ْمُكِٔداَبِٔع ْنِٔم َْيْ ِٔحِٔل   صلاَو ْمُكْن ِٔم ى  مَيََْلْا اوُحِٔكَْناَو
   مْئِلَع   ع ِٔساَو  ُ  للّاَو ۗ   ٖ هِٔلْضَف 
Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. An-Nûr [24]: 32). 
Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah, kata نيحلص 
(salihîn) dipahami dengan arti “yang layak kawin” oleh banyak ulama, yaitu seseorang 
yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Berbeda 
dengan kebanyakan ulama, Ibn ‘Asyur mengartikannya dengan kesalehan dan 
ketakwaan dalam beragama. Menurutnya, orang yang soleh dan taat beragama harus 
dibantu untuk dapat menikah meskipun dalam pandangan kita mereka dapat 
memelihara diri dari perzinaan dan dosa. Sedangkan bagi yang tidak memiliki 
ketakwaan dan kesalehan lebih perlu lagi untuk diperhatikan dan dibantu bahkan 
wajib jika dengan mengabaikannya akan melahirkan kemudharatan terhadap agama 
dan masyarakat. Jika tidak mengakibatkan kedua hal tersebut maka menurut 
                                                        
17 Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, 407. Lihat 
juga Ibnu Ḥazm, Ahmad, Al-Muhalla, (Beirūt: Dar al-Āfāq al-Jadīdah, tanpa tahun), Juz IX, 459. 
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pandangan Imam Malik adalah anjuran dan menurut pandangan Imam Syafi‘i adalah 
mubah untuk menikah.18 
Ayat tersebut tidak menyebutkan sama sekali batas usia seseorang dapat 
melangsungkan perkawinan. Ayat ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk 
membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab perkawinan.  Kemampuan 
disini tentunya bukan saja kemampuan dalam hal materi dan biologis, akan tetapi 
termasuk kemampuan dalam mendidik baik pasangan maupun anak-anaknya kelak, 
kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif yang nantinya akan diteruskan ke 
anak cucu. Selain itu pasangan suami istri harus dapat saling mengisi untuk 
memperluas wawasan dan pengetahuan mereka.19 
Para ahli hukum fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam persoalan batas 
usia perkawinan. Tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan batas usia minimal 
maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan dalam literatur fikih. Rasulullah 
Saw. mengisyaratkan perintah menikah bagi seseorang yang sudah mampu (al-bâ′ah) 
dan anjuran untuk berpuasa bagi  yang berkeinginan menikah tetapi  belum 
mempunyai kemampuan. 
Rasulullah Saw. bersabda :20  
 َع ُالله ى لَص ِٔالله ُلْوُسَر َلاَق : َلَاق ٍدْوُعْسَم ِٔنْبا ِٔن  َع ِٔهْيَل ْم لَسَو  َيَ ِٔباَب شلا َرَشْعَم  نَم  َعَاطَتْسا
 َبْلِٔل ُّضََغأ ُه نِٔاَف ْج وَزَـتَـيْلَـف َةَءاَبْلا ُمُكْن ِٔم ِٔرَص  ْحَأَو َفْلِٔل ُنَص، ِْٔجر  َْلَ ْنَمَو  َتْسَي ِٔهْيَلَعَـف ْعِٔط ُهَل ُه نِٔاَف ِٔمْو صل ِٔبِ
  ءاَجِٔو. 
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami:  “Wahai para 
pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena 
dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terpelihara 
kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia 
berpuasa, sebab dengan puasa akan dapat menjadi kendali syahwat.” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim). 
Hadis tersebut di atas memberikan beberapa pemahaman: Pertama, seruan 
kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah, 
bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Menurut Al-Rahawi sebagaimana 
yang dikutip Ali Wafa, para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam 
perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan dan kecakapan secara 
utuh. “Kemampuan” dalam bahasa arab disebut dengan ahlun yang berarti layak, 
pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan al-salâhiyyatuhu li wujûd al-
huqûq masrû’ah lahû wa alaihi, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak 
                                                        
18M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Penerbit 
Lentera Hati, 2011), Vol. VIII,   536. 
19M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,  538. 
20Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits No.  5066, (Beirut: Dar al-
Tauq an-Najah, 1422 H).  
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dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat.21 Kepantasan di sini 
berkaitan dengan ahliyah al-wujûd (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung 
hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk 
dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fikih disebut ahliyah al-adâ’ 
(kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). 
Kedua, memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan apabila 
seseorang telah mempunyai “bâ’ah” atau mampu menyediakan bekal yang dalam ilmu 
fikih disebut dengan istilah mu’nah al-nikâh. Yakni yang dimaksud bâ’ah adalah mampu 
melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga.  
Para Ulama berbeda pendapat tentang makna konsep al-bâ′ah dalam hadits di 
atas. Pendapat pertama, menyatakan al-bâ′ah bermakna kemampuan jimak 
(bersetubuh) dan menanggung beban perkawinan. Jika seseorang mampu atas dua hal 
tersebut maka dianjurkan untuk menikah. Sebaliknya jika tidak ada kemampuan 
terhadap dua hal tersebut maka dianjurkan untuk berpuasa. Pendapat kedua, yaitu 
menurut Imam Nawawi dalam Syarẖ Sahih Muslim Juz ix/173 mengutip pendapat 
Qâḏî ‘Iyâd, makna al-bâ′ah adalah bentukan kata dari mabâ′ah yang berarti rumah atau 
tempat. Seseorang yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya 
dirumah sebagai tempat tinggal setelah menikah.22 al-bâ′ah juga dapat diartikan 
kemampuan dalam segala hal, di antaranya kemampuan biologis yang didalamnya 
tercakup kesiapan usia, kemampuan psikis yaitu kematangan emosi dan mental, 
kemampuan finansial, kemampuan keilmuan dan kesiapan model peran. Seseorang 
yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut maka perkawinan menjadi sunnah 
sehingga dianjurkan baginya untuk menikah.  
Nabi Muhammad Saw. melangsungkan akad nikah dengan Aisyah ketika ia 
baru berusia 6 tahun, dan dalam umur 9 tahun telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri 
oleh Aisyah ummi Al-Mukminîn bahwa   Nabi menikahinya saat dia berusia enam 
tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun sebagaimana Hadits 
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim : 
 اَنْمِٔدَقَـف ، َئِْن ِٔس ِٔ ت ِٔس ُتْنِٔب َنَأَو ملسو هيلع الله ىلص ِٔبِ نلا ِٔنَِج وَزَـت ِٔنَِب ِٔفِ اَنَْلزَـنَـف َةَنئِدَمْلا
 ِٔفَل ِٔ نِّٔإَو َناَموُر ُُّمأ ئِ ُمأ ِٔنِْتَـَتأَف ، ًةَمَْيُجُ َفََوَـف ئِرَعَش َق رَمَتَـف ُتْكِٔعُوَـف ، ٍَجرْزَخ ِٔنْب ِٔثِٔرَاْلْا ي
 ِٔبِ ُدئُِرت اَم ئِرَْدأ َلْ اَهُـت ْـيَـَتأَف ِٔبِ ْتَخَرَصَف ، ِٔلِ ُب ِٔحاَوَص ئِعَمَو ٍةَحوُجُْرأ ئِدَئِب ْتَذَخَأَف ،
 اًئ ْـيَش ْتَذَخَأ  ُثُ ، ي ِٔسَفَـن ُضْعَـب َنَكَس  تََّح ، َُجْنَْلأ ِٔ نِّٔإَو ، ِٔرا  دلا ِٔبَبِ ىَلَع ِٔنِْتَفَـقْوَأ  تََّح
 ِٔفِ ِٔراَصَْنلأا َنِٔم  ةَوْسِٔن اَذِٔإَف ، َرا  دلا ِٔنِْتَلَخَْدأ  ُثُ ، ي ِٔسَْأرَو ئِهْجَو ِٔهِٔب ْتَحَسَمَف ٍءاَم ْن ِٔم ِٔتْيَـبْلا
 ٍرِٔئَاط ِْٔيَْخ ىَلَعَو ، ِٔةََكَبَْلاَو ِْٔيَْْلْا ىَلَع : َنْلُقَـف ، .  ْمَلَـف ، ِٔنّْأَش ْنِٔم َنْحَلْصََأف  نِٔهَْيلِٔإ ِٔنِْتَمَلْسَأَف
                                                        
21 Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, 396. Lihat 
juga Al-Rahawi, Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl, (Mesir: Dar al-Sa’adah , 1315 H), 930.  
22Ma’had ‘Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah, “Makna Ba’ah dalam Pernikahan”, 
annursolo.com. Diakses pada 28 November 2019. 
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 ِٔت ُتْنِٔب ٍذِٔئَمْوَـي َنَأَو ،هَْيلِٔإ ِٔنِْتَمَلْسَأَف ، ىًحُض ملسو هيلع الله ىلص ِٔ للّا ُلوُسَر  لِْٔإ ِٔنِْعُرَـي ِٔعْس
 َئِْن ِٔس 
Artinya :“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. 
Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu 
aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu 
ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-
temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa 
yang dia inginkan.    Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu 
sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. 
Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan 
kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di 
dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, 
“Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku 
kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang 
mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
pada waktu dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu 
aku berusia 9 tahun.” (HR. Al-Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422). 
Hadis tentang perkawinan Aisyah dianggap  bersifat khabâriyah atau 
sekedar kabar saja karena  tidak dijumpai khitâb (pernyataan), baik berupa khitâb al-
talab yang mesti diikuti ataupun khitâb al-tark supaya ditinggalkan. Batas usia untuk 
menikah termasuk masalah ijtihâdiyah, yakni diberi kesempatan untuk berijtihad 
pada usia berapa seseorang pantas menikah sehingga usia yang ada dalam hadits di 
atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan 
melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.  Perkawinan 
merupakan urusan hubungan antara manusia (muâmalah) yang oleh agama hanya 
diatur dalam prinsip-prinsip umum, tidak ada batas usia minimal dan maksimal 
untuk menikah.23 
Dalam riwayat lain dijelaskan :  24 
 قيدصلا ركب بِأ تنب ةشئاع ى لَص الله لوسر اهجوزت ،يْنمؤلما مأ ُالله  َع ِٔهَْيل َم لَسَو بم يهو ،ةك
يْنثا ةنس لاوش فِ ردب نم ةفرصنم ةنيدلمبِ ابه نِبو ،يْنس تس تنب  نما،ةرجله  تنب يهو
يْنس عست 
Artinya : “Aisyah binti Abu Bakar As Siddiq Ummul mukminin, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi Wasallam menikahinya saat masih di Mekah dan dia saat itu berusia 6 
tahun Kemudian Rasulullah tinggal satu rumah dengan Aisyah di kota Madinah 
setelah kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Perang Badar 
pada bulan Syawal tahun 2 hijriyah dan saat itu dia berusia 9 tahun.” 
                                                        
23Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam,395. 
24Malik bin anas, Al Muwattha' , (Abu Dabi :  Muassasah zayid bin sulton, 2004)       jilid 6, 124 
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Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa Rosulullah menikah dengan 
Aisyah di kota Mekah, kemudian Rosulullah tinggal satu rumah dengan Aisyah di 
Madinah  pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Pernikahan Nabi Muhamad dengan 
Aisyah yang baru berusia 9 tahun ini merupakan kekhususan yang diberikan oleh 
Allah kepada Nabi Muhamad sebagai seorang rasul yang tidak bisa diberlakukan 
bagi umatnya sehingga tidak dapat dijadikan patokan sebagai batasan usia menikah 
dalam Islam. 
Yayan Sopyan menegaskan bahwa Islam tidak mengatur khusus usia minimal 
perkawinan. Menurutnya, tidak ada istilah dispensasi nikah dalam Islam karena 
mayoritas ulama hanya menyebutkan balig, tidak menentukan minimal usia 
perkawinan. Dispensasi diberikan pada saat seseorang ‘ingin lompat pagar’. 
Selanjutnya Yayan menyatakan bahwa lompat pagar tentang usia perkawinan dalam 
Islam tidak ada, sehingga tidak ada dispensasi nikah dalam Islam. Hal ini 
dikarenakan Islam tidak berbicara tentang usia perkawinan secara khusus.25 
Kendati demikian, selain mempertimbangkan usia balig, kematangan dan 
kemampuan fisik, perlu diperhatikan pula bahwa seseorang yang akan menikah 
harus diperiksa dan diyakini tidak mempunyai hubungan mahram dengan 
calonnya. Karena seseorang yang mempunyai hubungan mahram26 dilarang untuk 
melakukan perkawinan. Hal ini diatur juga dalam Islam sebagaimana yang 
dijelaskan dalam surah An-Nisâ [4] ayat 23 : 
 ُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَنَـبَو ْمُكُتاَه ُمأ ْمُكْيَلَع ْتَم ِٔرُح ْمُك َعَو  َو ْمُكُتا  م ُتاَنَـبَو ْمُكُتلْاَخ  ُتاَنَـبَو ِٔخلأا
 ُكُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضَْرأ ِٔتِلالا ُمُكُتاَه ُمأَو ِٔتْخلأا ْم ِٔملا َن َو ِٔةَعاَض ر ْمُكِٔئاَسِٔن ُتاَه ُمأ ِٔتِلالا ُمُكُبِٔئَبَِرَو 
  نِِٔٔبه ْمُتْلَخَد ِٔتِلالا ُمُكِٔئاَسِٔن ْنِٔم ْمُكِٔروُجُح ِٔفِ َف ْنِٔإ َْلَ   َد اُونوُكَتلاَف  نِِٔٔبه ْمُتْلَخ  ْمُكْيَلَع َحاَنُج
 َْنأَو ْمُكِٔبلاْصَأ ْن ِٔم َنئِذ لا ُمُكِٔئاَنْـَبأ ُلِٔئلاَحَو َْت َم اوُع َب َتْخلأا َْيْ َس ْدَق اَم لِْٔإ ِْٔيْ َفَل  َناَك َ للّا  نِٔإ
اًمي ِٔحَر ًاروُفَغ 
Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 
saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan,  anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara 
perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, 
                                                        
25 Wawancara pribadi dengan Yayan Sopyan. Indramayu, 10 Desember 2018. 
26 Mahram terbagi menjadi dua macam: 1). Mahram muabbad, artinya tidak boleh dinikahi 
selamanya; dan 2).  Mahram muaqqot, artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika 
kondisi ini hilang maka menjadi halal. 
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Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisâ 
[4] : 23). 
Alquran surah An-Nisâ [4] ayat 23 di atas sangat jelas dan rinci 
menjelaskan tentang macam-macam mahram. Secara filosofis, tujuan Allah 
mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, 
sekaligus untuk menghindari mafsadat. Muncul pertanyaan berikutnya bagaimana 
jika seseorang yang sudah hamil terlebih dahulu, apakah boleh mendapatkan 
dispensasi nikah untuk selanjutnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya? 
Jawabannya adalah bahwa Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah 
memiliki hubungan di luar nikah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam 
surah An-Nûr ayat 3 : 
 ىَلَع َكِٔل  َذ َمِٔ رُحَو ۚ  كِٔرْشُم و َأ ٍنَاز  لِْٔإ اَهُحِٔكْنَـي  َلْ ُةَئِنا زلاَو ًةَكِٔرْشُم ْوَأ ًةَئِنَاز  لِْٔإ ُحِٔكْنَـي َلْ ِٔنّا زلا
 َئِْنِٔمْؤُمْلا 
Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 
itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nûr [4]: 24). 
Menurut Ulama Syafi‘iyah dan Hanafiyah, sah hukumnya menikahi wanita 
hamil diluar nikah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya ataupun 
bukan dengan alasan bahwa wanita yang hamil diluar nikah tidak termasuk 
golongan yang wanita yang haram untuk di nikahi.   
Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah 
dalam pendekatan fikih menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil 
terlebih dahulu. Karena Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah 
memiliki hubungan di luar nikah (QS. An-Nûr [4]: 24), dengan syarat bukan 
mahram (QS. An-Nisâ [4] : 23) dan mempunyai kemampuan (QS. An-Nûr [24]: 32). 
Pengecualian tersebut tentu saja didasarkan pada batas usia baligh seseorang yaitu 
dengan ciri balig bagi perempuan menurut Fikih Hanafiyyah adalah haid, dan atau 
hamil, berusia minimal 9 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah usia rata-rata balig 
adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan dan Imam Malik dan 
Imam Syafi‘i 15 tahun,  dimana mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan 
perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak diperbolehkan adanya hubungan 
badan (hubungan kelamin). Sedangkan menurut Ibn Hazm, perkawinan anak 
perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, dan perkawinan 
anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Mazhab Syafi‘i mensyaratkan 
bahwa menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus  ada maslahat bagi anak 
tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia 
diperlukan beberapa syarat tertentu di antaranya  tidak terdapat permusuhan 
antara anak perempuan dengan wali mujbir-nya dan calon suaminya, Calon suami 
mampu memberi mas kawin yang pantas dan kafâah. Berbeda dengan mayoritas 
ulama’, yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A’sham dan Utsmān Al-
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Battī, laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan (QS. Al-Nisâ [65]: 
4).  
 
Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam 
Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”. Undang-undang ini menganut 
prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 
tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.27 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat 
tentang perkawinanan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang 
pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, 
perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon 
mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan  izin  dari  
orang tua  bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana 
yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika 
izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin 
tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.28
 Dispensasi nikah merupakan suatu  pengecualian dalam hal perkawinan bagi 
kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah 
umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah 
ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-
laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai 
umur 16 tahun.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia 
seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu: Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” 
Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip  untuk menjamin cita-cita 
perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan 
calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan 
mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan 
                                                        
27 HM. Abdi Koro, Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri, 
(Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, 49.  Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan.   
28HM. Abdi koro, Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri, 
65.  
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membentuk sebuah keluarga.29 Pemberian batasan minimal usia perkawinan 
mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai 
baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan 
tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur 
yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat 
mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam 
Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan 
terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama 
atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 
wanita.” 
Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa 
yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga setiap orang 
mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.30  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 
kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko 
Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini 
diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. 
Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak 
anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu 
bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh 
kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak 
pendidikan, dan hak sosial anak.  
                                                        
29 St. Zubaidah, Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak , diunduh dari https://badilag.mahkamahagung.go.id pada 22 Pebruari 2019, pukul 
14.00 
30HM. Abdi koro, Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri, 
65. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan 
pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-
XV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan membatalkan aturan batas usia 
minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 
Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. 
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan 
perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga 
disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas 
usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut 
Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron 
dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk 
kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan 
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. 
Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak 
anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan angka 4 huruf d Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan 
menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 
baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di 
bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan 
sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan 
pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya 
berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: 
a. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 
19 (sembilan belas) tahun. 
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak 
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wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat 
mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 
melangsungkan perkawinan. 
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon 
mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) 
berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam   Pasal 6 ayat (6). 
b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang 
berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, 
permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” 
Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan 
menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dimana tujuannya 
dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.  
Batas minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam dalam pasal 15 (1):  
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan 
calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun 
dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang 
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.” 
Salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan 
calon mempelai. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap calon mempelai yang 
hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Menurut 
Husein Muhak sebagaimana yang dikutip oleh Mardi Candra, makna kesiapan ini 
memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 
tahun bagi perempuan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua 
mempelai belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan, maka hakim bisa 
saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik 
dan psikis anak. 
 
Kesimpulan 
Dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia 
dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan. 
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Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah 
karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, 
sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun 
Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah 
di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin 
dari pengadilan Agama. 
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